
BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 1.A TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan 

terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi 

bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional; 

b. bahwa ketentuan yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada Peraturan Bupati 

Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan penyesuaian 

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bangka Selatan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan; 

Mengingat 
:1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Tambahan 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang  

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 159); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5); 

 
 
 
 
 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 

BANGKA SELATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan. 

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada 

Dinas atau Badan Daerah. 

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 

adalah RSUD Kabupaten Bangka Selatan. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan 

fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai keahlian. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit 

Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan. 

 



(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a.  UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan kelas C; dan 

b.  UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting kelas D. 

  

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

  

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 

Pasal 3 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan  unit organisasi 

bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(2) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi 

dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 

bidang kepegawaian. 

(3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur. 

 

Pasal 4 

(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 

serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 

kepegawaian RSUD. 

 

Pasal 5 

(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan 

penatausahaan barang milik Daerah. 

 

 



(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan 

kewenangan : 

a. menyusun rencana kerja dan anggaran; 

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 

c. menandatangani surat perintah membayar; 

d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 

yang dipimpinnya; 

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat 

penatausahaan keuangan; dan 

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah. 

(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan 

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah 

melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai 

dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

rumah sakit yang dipimpinnya. 

 

 

 

 

 

 



Pasal 7 

(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan 

bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan 

Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan: 

a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat 

pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan 

pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan 

pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi  

 

Pasal 9 

(1) UPTD RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan 

kesehatan  pada semua bidang dan jenis penyakit. 

(2) Pelayanan kesehatan yang diberikan UPTD RSUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. pelayanan medik dan penunjang medik; 

b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; 

c. pelayanan kefarmasian; dan 



d. pelayanan penunjang. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

RSUD Kabupaten Bangka Selatan 

 

Pasal 10 

(1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kabupaten Bangka Selatan 

terdiri atas : 

a. Direktur; 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari : 

1. Seksi Pelayanan Medik Umum; dan 

2. Seksi Pelayanan Medik Spesialis. 

d. Bidang Keperawatan, terdiri dari : 

1. Seksi Keperawatan; dan 

2. Seksi Kebidanan. 

e. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari : 

1. Seksi Penunjang Medik; dan 

2. Seksi Penunjang Non Medik. 

f. Komite Medis dan Komite lainnya 

g. Satuan Pemeriksaan Internal; 

h. Instalasi; 

i. Dewan Pengawas; dan 

j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD Kabupaten Bangka 

Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 



Paragraf 1 

Direktur 

 

Pasal 11 

(1) Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas 

memimpin, penetapan kebijakan, mengoordinasikan, membina 

dan mengendalikan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

rumah sakit.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan mempunyai 

fungsi : 

a. penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan rumah sakit; 

b. penyusunan rencana kerja dan anggaran rumah sakit; 

c. penetapan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan 

pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, dan 

penunjang medis; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan medis, 

keperawatan, penunjang medis, administrasi umum dan 

keuangan rumah sakit; 

e. penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan rawat inap, 

rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya; 

f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan 

tugas dan fungsi unsur organisasi rumah sakit; 

g. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan tugas dan 

fungsi rumah sakit; 

h. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 2 

Bagian Tata Usaha 

 

Pasal 12  

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

pelayanan administrasi umum dan keuangan kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit. 

 



(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Bagian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional administrasi umum dan 

keuangan rumah sakit; 

b. penyusunan rencana program dan anggaran rumah sakit; 

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan rumah sakit; 

d. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan 

hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, 

pencatatan, pelaporan dan evaluasi; 

e. pengelolaan sumber daya manusia, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan pelatihan; 

f. pengelolaan perencanaan anggaran, perbendaharaan dan 

mobilisasi dana, dan akuntansi keuangan rumah sakit; 

g. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, 

pelayanan publik dan tatalaksana rumah sakit; 

h. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan 

pengadaan barang dan jasa rumah sakit; 

i. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas rumah sakit; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Direktur 

RSUD sesuai tugas dan fungsinya. 

(4) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas : 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Subbagian Keuangan; dan 

c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

 

Pasal 13 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, administrasi 

perjalanan dinas, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan 

dan dokumentasi rumah sakit; 

b. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan hukum, kemitraan 

dan kerja sama;  

c. mengelola administrasi pemasaran rumah sakit;  

 



d. mengelola administrasi pengadaan barang dan jasa pada 

rumah sakit; 

e. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah 

jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana rumah sakit; 

f. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan 

disiplin,   penilaian kinerja dan pemindahan; 

g. mengelola pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan; 

h. memfasilitasi penelitian dan pengembangan rumah sakit; 

i. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, 

pelayanan publik dan tatalaksana; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Tata Usaha. 

 

Pasal 14 

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(4) huruf b mempunyai tugas : 

a. menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan; 

b. mengelola perbendaharaan, mobilisasi dana, penatausahaan 

keuangan dan pengujian/ verifikasi keuangan;  

c. mengoordinasikan penatausahaan barang milik daerah rumah 

sakit; 

d. menyiapkan administrasi keuangan dan menyusun 

pertanggungjawaban keuangan rumah sakit;  

e. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran 

keuangan rumah sakit;  

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/ 

triwulanan/semesteran dan laporan keuangan akhir tahun 

anggaran, serta laporan prognosis realisasi anggaran; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

Subbagian Keuangan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Tata Usaha. 

 

 

 

 

 



Pasal 15 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan rumah 

sakit; 

b. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran rumah 

sakit; 

c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA dan 

dokumen perubahan RKA rumah sakit; 

d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA dan 

perubahan DPA rumah sakit; 

e. mengoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja rumah sakit; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan 

bahan tanggapan pemeriksaan; 

g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, LPPD, LKPJ dan SPM 

sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi program 

dan kegiatan rumah sakit; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Tata Usaha. 

 

Paragraf 3 

Bidang Pelayanan Medik 

 

Pasal 16 

(1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

medik umum, medik spesialis dan medik sub spesialis dan 

penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat 

darurat. 

(2) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Bidang. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : 

a.  penyusunan rencana operasional pemberian pelayanan 

medik; 

b.  penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 

medik; 



c.  penyusunan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur pelayanan medik; 

d.  pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medik rawat 

jalan, rawat inap, gawat darurat, pelayanan operasi dan 

pelayanan rawat intensif; 

e.  pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan 

pasien di bidang pelayanan medik umum, medik spesialis, 

dan medik sub spesialis; 

f.  pengelolaan manajemen resiko pelayanan medik; 

g.  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 

medik; dan 

h.  pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Direktur 

RSUD sesuai tugas dan fungsinya. 

(4) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 

a. Seksi Pelayanan Medik Umum; dan 

b. Seksi Pelayanan Medik Spesialis. 

 

Pasal 17 

Seksi Pelayanan Medik Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas : 

a.  menyusun rencana kebutuhan, sumber daya dan sarana 

pelayanan medik dasar rawat jalan, rawat inap, gawat darurat; 

b.  menyusun tatalaksana penyelenggaraan pelayanan medik 

umum; 

c.  mengelola penyelenggaraan pelayanan medik umum, KIA/KB; 

d.  mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik umum 

dengan unit kerja lain, catatan medik dan pelaporan; 

e.  mengelola manajemen resiko pelayanan medik umum; 

f.  melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan medik umum; dan 

g.  melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 



Pasal 18 

Seksi Pelayanan Medik Spesialis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana kebutuhan, sumber daya dan sarana 

pelayanan medik spesialis dasar, spesialis lain dan sub 

spesialis; 

b. menyusun tatalaksana penyelenggaraan pelayanan medik 

spesialis; 

c. mengelola penyelenggaraan pelayanan medik spesialis, 

pelayanan operasi, dan pelayanan rawat intensif; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik spesialis 

dengan unit kerja lain, catatan medik dan pelaporan; 

e. mengelola manajemen resiko pelayanan medik spesialis; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan medik spesialis; dan 

g. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 4 

Bidang Keperawatan 

 

Pasal 19 

(1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

keperawatan generalis dan keperawatan spesialis, asuhan 

keperawatan dan asuhan kebidanan. 

(2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Bidang. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional pemberian pelayanan 

keperawatan; 

b. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 

keperawatan dan kebidanan; 

c. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur pelayanan keperawatan dan kebidanan; 

d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan 

dan kebidanan; 

 



e. pelaksanaan kendali mutu, etika, kendali biaya, dan 

keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan 

kebidanan; 

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 

keperawatan dan kebidanan; 

g. pembinaan dan bimbingan mutu asuhan keperawatan dan 

asuhan kebidanan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Direktur 

RSUD sesuai tugas dan fungsinya. 

(4) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 

a. Seksi Keperawatan; dan 

b. Seksi Kebidanan. 

 

Pasal 20 

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) 

huruf a mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kebutuhan, kualifikasi, dan pengembangan 

kompetensi tenaga keperawatan; 

b. mengelola penyelenggaraan pelayanan keperawatan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan keperawatan 

dengan ruang rawat, gawat darurat, unit kerja lain, catatan 

medik dan pelaporan; 

d. melaksanakan kendali mutu, etika, kendali biaya, dan 

keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan 

kebidanan; 

e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kepala 

ruangan dan pelaksana keperawatan; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan 

keperawatan; dan 

g. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 21 

Seksi Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) 

huruf b mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kebutuhan, kualifikasi, dan pengembangan 

kompetensi tenaga kebidanan; 

 



b. mengelola penyelenggaraan pelayanan kebidanan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kebidanan dengan 

ruang tindakan kebidanan, unit kerja lain, catatan medik dan 

pelaporan; 

d. melaksanakan kendali mutu, etika, kendali biaya, dan 

keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan 

kebidanan; 

e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kepala 

ruangan dan pelaksana kebidanan; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan 

kebidanan; dan 

g. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 5 

Bidang Pelayanan Penunjang 

 

Pasal 22 

(1) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan penunjang medik (kefarmasian, alat kesehatan, 

bahan habis pakai, farmasi klinik, laboratorium, rekam medik, 

darah, gizi, sterilisasi yang tersentral (oleh tenaga kesehatan), 

manajemen RS, informasi dan komunikasi, pemeliharaan alat 

kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaran jenazah, 

dan penunjang lainnya (oleh tenaga non kesehatan). 

(2) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Bidang. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional pemberian pelayanan 

penunjang medik dan non medik; 

b. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 

penunjang medik dan non medik; 

c. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur pelayanan penunjang medik dan non medik; 

d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang 

medik dan non medik oleh tenaga kesehatan dan tenaga 

non kesehatan; 



e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan 

pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan 

penunjang non medik; 

f. pengelolaan rekam medik dan sistem informasi manajemen 

rumah sakit; 

g. pengelolaan manajemen resiko pelayanan penunjang medik 

dan penunjang non medik; 

h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 

penunjang medik dan penunjang non medik; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Direktur 

RSUD sesuai tugas dan fungsinya. 

(4) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas : 

a.  Seksi Penunjang Medik; dan 

b.  Seksi Penunjang Non Medik. 

 

Pasal 23 

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (4) huruf a mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kebutuhan, sumber daya dan sarana 

pelayanan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai, farmasi 

klinis dan pelayanan penunjang medik lainnya; 

b. menyusun tatalaksana penyelenggaraan pelayanan penunjang 

medik; 

c. mengelola penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, pelayanan 

laboratorium, pelayanan unit transfusi darah, pelayanan 

radiologi, pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan 

rekam medik, pelayanan gizi, dan penunjang medik lainnya; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan penunjang medik 

dengan unit kerja/instalasi lain, catatan medik dan pelaporan; 

e. mengelola manajemen resiko pelayanan penunjang medik; 

f. mengelola pelayanan rekam medik; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan penunjang medik; 

h. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

 



Pasal 24 

Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (4) huruf b mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kebutuhan, sumber daya dan sarana 

pelayanan penunjang non medik; 

b. menyusun tatalaksana penyelenggaraan pelayanan penunjang 

non medik; 

c. mengelola penyelenggaraan pelayanan manajemen RS, 

informasi dan komunikasi, pelayanan laundry/binatu, 

pemulasaraan jenazah, dan penunjang non medik lainnya; 

d. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan alat 

kesehatan; 

e. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen 

rumah sakit; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan penunjang non 

medik dengan unit kerja/instalasi lain, dan pelaporan; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan penunjang non medik; 

h. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kedua 

RSUD Kriopanting 

 

Pasal 25 

(1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kriopanting terdiri atas : 

a. Direktur; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pelayanan; 

d. Seksi Keperawatan; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD Kriopanting  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 



Paragraf 1 

Direktur 

 

Pasal 26 

(1) Direktur RSUD Kriopanting sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, 

penetapan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan 

mengendalikan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

rumah sakit.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Direktur RSUD Kriopanting mempunyai fungsi : 

a. penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan rumah sakit; 

b. penyusunan rencana kerja dan anggaran rumah sakit; 

c. penetapan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan 

pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, dan 

penunjang medis; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan medis, 

keperawatan, penunjang medis, administrasi umum dan 

keuangan rumah sakit; 

e. penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan rawat inap, 

rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan kesehatan 

lainnya; 

f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan 

tugas dan fungsi unsur organisasi rumah sakit; 

g. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan tugas dan 

fungsi rumah sakit; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 2 

Subbagian Tata Usaha 

 

Pasal 27 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

pelayanan administrasi umum dan keuangan kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit. 

 



(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

rumah sakit; 

b. penyusunan rencana program dan anggaran rumah sakit; 

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan rumah sakit; 

d. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan 

hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, 

pencatatan, pelaporan dan evaluasi; 

e. pengelolaan sumber daya manusia, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan pelatihan; 

f. pengelolaan perencanaan anggaran, perbendaharaan dan 

mobilisasi dana, dan akuntansi keuangan rumah sakit; 

g. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, 

pelayanan publik dan tatalaksana rumah sakit; 

h. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan 

pengadaan barang dan jasa rumah sakit; 

i. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas rumah sakit; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Direktur 

RSUD sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Seksi Pelayanan 

 

Pasal 28 

(1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 

(1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik 

umum, medik spesialis, pelayanan penunjang medik dan 

penunjang non medik, dan penunjang lainnya. 

(2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Seksi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kebutuhan, sumber daya dan sarana 

prasarana pelayanan medik, pelayanan penunjang medik 

dan non medik, serta penunjang lainnya; 



b. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 

medik; 

c. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur pelayanan medik, pelayanan penunjang medik 

dan non medik, serta penunjang lainnya; 

d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medik, 

pelayanan penunjang medik dan non medik, serta 

penunjang lainnya;; 

e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan 

pasien di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang 

medik dan non medik, serta penunjang lainnya; 

f. pengelolaan manajemen resiko pelayanan medik, pelayanan 

penunjang medik dan non medik, serta penunjang lainnya; 

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 

medik; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Direktur 

RSUD sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 4 

Seksi Keperawatan 

 

Pasal 29 

(1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

keperawatan generalis dan keperawatan spesialis, asuhan 

keperawatan dan asuhan kebidanan. 

(2) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Seksi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 

a.  penyusunan rencana kebutuhan, kualifikasi, dan 

pengembangan kompetensi tenaga keperawatan dan 

kebidanan; 

b.  penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan 

keperawatan dan kebidanan; 

c.  penyusunan standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur pelayanan keperawatan dan kebidanan; 

d.  pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan 

dan kebidanan; 



e.  pelaksanaan kendali mutu, etika, kendali biaya, dan 

keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan 

kebidanan; 

f.  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 

keperawatan dan kebidanan; 

g.  pembinaan dan bimbingan mutu asuhan keperawatan dan 

asuhan kebidanan; dan 

h.  pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh Direktur 

RSUD sesuai tugas dan fungsinya. 

 

BAB IV 

UNSUR ORGANISASI LAINNYA 

 

Paragraf 1 

Komite Medis dan Komite lainnya 

 

Pasal 30 

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf f merupakan unsur organisasi yang mempunyai 

tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik 

(good clinical governance). 

(2) Komite medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

(3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas meningkatkan profesionalisme staf medis di rumah sakit 

dengan cara melakukan kredensial dalam pelayanan medis, 

memelihara mutu profesi, menjaga disiplin, etika, dan perilaku 

profesi bagi staf medis. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Komite Medis menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis 

berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; 

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, 

kesehatan fgisik dan mental, perilaku, dan etika profesi; 

c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran dan 

kedokteran gigi berkelanjutan; 

d. wawancara terhadap pemohon, penilaian dan pemutusan 

kewenangan klinis; 

 



e. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan 

rekomendasi kewenangan klinis; 

f. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya 

masa berlaku surat penugasan klinis; 

g. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat 

penugasan klinis; 

h. pelaksanaan audit medis; 

i. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dan eksternal 

dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; 

j. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf 

medis; 

k. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; 

l. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin; 

m. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah 

sakit; dan 

n. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan etis pada asuhan medis pasien. 

 

Pasal 31 

(1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 

dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi 

tertentu di rumah sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan dan keselamatan pasien. 

(2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  

berupa : 

a. komite keperawatan; 

b. komite farmasi dan terapi; 

c. komite pencegahan dan pengendalian infeksi; 

d. komite pengendalian resistensi antimikroba; 

e. komite etika dan hukum; 

f. komite koordinasi pendidikan; dan  

g. komite manajemen risiko dan keselamatan pasien. 

 

 

 

 

 



Paragraf 2 

Satuan Pemeriksaan Internal 

 

Pasal 32 

(1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang 

bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal 

rumah sakit. 

(2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi : 

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di 

unit kerja rumah sakit; 

b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan 

pementauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur 

dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi 

umum dan keuangan; 

c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan 

intern yang ditugaskan oleh Direktur; 

d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan 

tindaklanjut atas laporan hasil audit; dan 

e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan 

pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

rumah sakit. 

 

Paragraf 3 

Instalasi 

 

Pasal 33 

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 

h merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan 

fasilitasi penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. 

(2) Jumlah Instalasi rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) 

sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit. 

(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Direktur. 

 

 



Paragraf 4 

Dewan Pengawas Rumah Sakit 

 

Pasal 34 

(1) Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) huruf i merupakan unit nonstruktural yang 

bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada 

Rumah Sakit. 

 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal  35 

(1) Di lingkungan RSUD dapat ditetapkan jabatan fungsional 

sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi pelayanan rumah sakit sesuai bidang keahlian dan 

keterampilan. 

 

Pasal 36 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai 

bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari 

atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja. 

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional 

masing-masing. 

 

 

 

 



BAB VI 

TATA KERJA 

 

Pasal 37 

(1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus 

menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

yang dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di 

lingkungan rumah sakit. 

(2) RSUD harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan 

tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit 

organisasi di lingkungan rumah sakit. 

(3) RSUD harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis 

jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap 

seluruh jabatan di lingkungan rumah sakit. 

(4) Semua unsur di lingkungan RSUD harus menerapkan sistem 

pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 38 

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai 

hasil pelaksanaan urusan pelayanan rumah sakit secara berkala 

atau sewaktu-waktu dibutuhkan. 

 

Pasal 39 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi 

dan mekanisasi baik dalam lingkungan masing-masing serta 

dengan unit-unit lainnya. 

 

Pasal 40 

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin 

dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian 

tugas yang telah ditetapkan. 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara 

bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



Pasal 41 

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan 

tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan 

agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 42 

(1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala 

tepat pada waktunya. 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari 

bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahannya. 

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi 

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 

BAB VII 

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

 

Pasal 43 

(1) Direktur RSUD kelas C merupakan jabatan administrator atau 

jabatan struktural eselon III.a. 

(2) Direktur RSUD kelas D, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang 

pada RSUD kelas C merupakan jabatan administrator atau 

jabatan struktural eselon III.b. 

(3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada RSUD merupakan 

jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.  

 

Pasal 44 

(1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 45 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 

2020 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 22), dinyatakan 

tetap berlaku sepanjang tidak mengatur ketentuan mengenai 

RSUD. 

Pasal 46 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan. 

Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal 2 Januari 2023 

BA B&yGKA SELATAN, 

RIZAHERDAVID 
KAS 

Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 2 Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
AUEN BANGKA SELATAN, 

PATE JNTAN 

SELDA 

ED SUPRIADI 
ANGKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1A 

BANG 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR 1-A TAHUN 2023 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

RSUD KRIOPANTING 

Dewan Pengawas Direktur RSUD 

Komite Medis 
Satuan Pemeriksaan 

Internal1 
Komite-Komite Lainnya 

Kepala Seksi Keperawatan Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Seksi Pelayanan 

Kelompok Jabatan Fungsional Instalasi 

BUPATT BANGKA SELATAN, 

RIZA HERDAVIDD BAN 
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